
BAB 1II-1 

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG 

JASA KONSTRUKSI 

BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

3.1. UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka 

kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang 

penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan 

kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai 

pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan 

menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. 

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa 

Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya 

berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena 

penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian 

hukum, sedangkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan 

dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan 

penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi. 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas 

kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, 

profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan 

keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan 

lingkungan. 

Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan 

tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa 

Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing 

tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib 

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara 

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta 

meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa 
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Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan 

keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; 

menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan 

menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi. 

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini 

dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang 

terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait 

dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berkembangnya sektor Jasa 

Konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan 

layanan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional 

membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan 

kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama pelindungan bagi Pengguna 

Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi. 

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat 

beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam 

Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi; kualifikasi usaha Jasa 

Konstruksi; pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung 

jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, 

Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 

pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja 

konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Konstruksi 

yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk 

keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada 

sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para 

pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, 

Undang- Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan 

dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses 

pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan 

proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau 

pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat 

dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang. 
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Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung 

jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa 

Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; 

tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; 

partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan 

ketentuan peralihan. 

Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian kewenangan 

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan 

Daerah. Dalam pengaturan usaha Jasa Konstruksi diatur mengenai struktur 

usaha Jasa Konstruksi, segmentasi pasar Jasa Konstruksi; persyaratan usaha 

Jasa Konstruksi; badan usaha Jasa Konstruksi dan usaha perseorangan Jasa 

Konstruksi asing; pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha 

Penyediaan Bangunan; dan pengembangan usaha berkelanjutan. 

Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan 

penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa 

Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi, 

sedangkan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan 

sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan 

standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh 

Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

Kegagalan Bangunan. 

Penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka 

menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi. 

Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi; pelatihan 

tenaga kerja konstruksi; sertifikasi kompetensi kerja; registrasi pengalaman 

profesional; upah tenaga kerja konstruksi; dan pengaturan tenaga kerja 

konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. 

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat melakukan 

pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, 

pemantauan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pemberdayaan terhadap 

Pemerintah Daerah. Selain itu diatur tentang pendanaan, pelaporan, dan 

pengawasannya. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan 



BAB 1II-4 

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG 

JASA KONSTRUKSI 

terintegrasi dibentuk suatu sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi 

dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. 

Untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa 

Konstruksi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di 

bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh 

Menteri, yang unsur-unsurnya ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang ini 

mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. 

Terhadap pelanggaran administratif dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi 

administratif, sedangkan untuk menghindari kekosongan hukum Undang-

Undang ini mengatur bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tetap menjalankan 

tugas sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha dan tenaga kerja konstruksi 

sampai terbentuknya lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 

PUBLIK 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur 

tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas 

fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak 

asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, 

mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam 

pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan 

dan administrasi publik. 

Dalam undangan-undang ini, pelayanan publik meliputi pelayanan barang 

publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, 

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, 

lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, 

sumber daya alam, pariwisata. Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan 

penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
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dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu 

badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal 

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara 

dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi 

negara. 

Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal 

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara 

dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi 

negara. 

Skala kegiatan pelayanan publik didasarkan pada ukuran besaran biaya 

tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan 

publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu 

tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda termasuk tindakan 

administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur 

dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian 

dengan penerima pelayanan. 
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3.3. UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah 

wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik 

diselenggarakan berdasarkan pada asas: 

a. kepentingan umum; 

b. kepastian hukum; 

c. kesamaan hak; 

d. keseimbangan hak dan kewajiban; 

e. keprofesionalan; 

f. partisipatif; 

g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

h. keterbukaan; 

i. akuntabilitas; 

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. ketepatan waktu; dan 

l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga 

mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat 

Pemerintah Daerah: 

a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada masyarakat; 

b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan 

pengembangan kapasitas masyarakat; 

c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan 

yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat 

terlibat secara efektif;  

d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Partisipasi masyarakat mencakup: 
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a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani 

masyarakat; 

b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan peng- 

evaluasian pembangunan Daerah; 

c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;  

d. penyelenggaraan pelayanan publik. 

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk: 

a. konsultasi publik; 

b. musyawarah; 

c. kemitraan; 

d. penyampaian aspirasi; 

e. pengawasan; dan/atau 

f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah diterjemahkah kedalam Urusan yang menjadi kewenangan 

baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan 

Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban  daerah   otonom  untuk  mengatur  dan   mengurus   sendiri  Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini 

diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu: 

a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 

b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 

pemerintahan umum. 

c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
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kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada 

Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan 

terdiri atas: 

a. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari: 

a. politik luar negeri; 

b. pertahanan; 

c. keamanan; 

d. yustisi; 

e. moneter dan fiskal nasional; dan 

f. agama. 

b. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota 

yang terdiri dari: 

1) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari 

a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 

terdiri dari: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat; dan 

f. sosial.  

b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar terdiri dari: 

a. tenaga kerja; 

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 

c. pangan; 

d. pertanahan; 

e. lingkungan hidup; 

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 
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h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i. perhubungan; 

j. komunikasi dan informatika; 

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

l. penanaman modal; 

m. kepemudaan dan olah raga; 

n. statistik; 

o. persandian; 

p. kebudayaan; 

q. perpustakaan; dan 

r. kearsipan. 

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 

c. pertanian; 

d. kehutanan; 

e. energi dan sumber daya mineral; 

f. perdagangan; 

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi. 

c. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip 

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. 

Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat adalah: 

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas 

negara; 

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas 

negara; 

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah 

provinsi atau lintas negara; 

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 
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5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

provinsi adalah: 

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah 

kabupaten/kota; dan/atau 

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota adalah: 

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

Daerah kabupaten/kota; 

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 

Mendasarkan pada uraian diatas, bahwa Jasa Konstruksi masuk dalam 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang, dimana jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam 

pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan 

mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula 

untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan 

jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas 

mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus 

didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.   

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa 

Konstruksi sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: 

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; 

2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah 

kabupaten/kota; 

3. Penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan 
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4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan 

Jasa Konstruksi. 

3.4. UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 

Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau 

yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang berisikan 11 Cluster 

dengan 1.244 pasal memiliki implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga.  Terbitnya Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah mencabut dua 

undang undang yaitu a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan dan b) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad 

Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) 

dan mengubah 82 undang undang yaitu: 

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

dan Umrah  

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan  

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air  

5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi  

6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek  

7. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  

8. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia  

9. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam  

10. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  

11. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten  

12. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  

13. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

14. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123688/uu-no-22-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37643/uu-no-6-tahun-2017
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37536/uu-no-13-tahun-2016
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38801/uu-no-41-tahun-2014
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15. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan  

16. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  

17. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan  

18. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  

19. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  

20. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

21. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi  

22. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil  

23. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani  

24. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan  

25. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  

26. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  

27. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan  

28.  Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  

29. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial  

30. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial  

31. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun  

32. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman  

33. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura  

34.  Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan  

35. Undang Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  

36. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan  

37. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara  

38. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus  

39. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS  

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38710/uu-no-32-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38684/uu-no-21-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38521/uu-no-1-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38893/uu-no-19-tahun-2013
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39012/uu-no-2-tahun-2012
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100/uu-no-18-tahun-2012
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39088/uu-no-16-tahun-2012
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39136/uu-no-4-tahun-2011
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39268/uu-no-24-tahun-2011
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39256/uu-no-20-tahun-2011
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38555/uu-no-13-tahun-2010
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54483/uu-no-39-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38783/uu-no-38-tahun-2009
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40. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

41. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  

42. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman  

43. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  

44. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan  

45. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah  

46. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan  

47. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan  

48. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan  

49. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan  

50. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  

51. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah  

52. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran  

53. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  

54. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil  

55. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  

56. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  

57. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian  

58. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional  

59. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan  

60. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  

61. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Menjadi Undang-Undang  

62. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara  

63. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

64. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38772/uu-no-33-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38767/uu-no-30-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38634/uu-no-18-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54656/uu-no-1-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39060/uu-no-17-tahun-2008
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39911/uu-no-27-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39896/uu-no-23-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40787/uu-no-40-tahun-2004
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40785/uu-no-38-tahun-2004
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40763/uu-no-31-tahun-2004
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40518/uu-no-19-tahun-2004
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002
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65. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  

66. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  

67. Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  

68. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi 

Undang-Undang  

69. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-

Undang  

70. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman  

71. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  

72. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  

73. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  

74. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  

75. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  

76. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran  

77. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  

78. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  

79. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  

80. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  

81. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan  

82. Undang Undang Nomor. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal  

Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

terdiri dari 11 kluster yaitu 

1. Penyederhanaan Perizinan 

2. Persyaratan Investasi 

3. Ketenagakerjaan 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44487/uu-no-28-tahun-2002
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45244/uu-no-37-tahun-2000
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45242/uu-no-36-tahun-2000
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45000/uu-no-29-tahun-2000
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45357/uu-no-36-tahun-1999
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45926/uu-no-5-tahun-1997
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45931/uu-no-10-tahun-1997
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46990/uu-no-8-tahun-1983
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46988/uu-no-7-tahun-1983
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47034/uu-no-2-tahun-1981
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4. Pengadaan Lahan 

5. Kemudahan Berusaha 

6. Dukungan Riset dan Inovasi 

7. Administrasi Pemerintahan 

8. Pengenaan Sanksi 

9. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM 

10. Investasi dan Proyek Pemerintah 

11. Kawasan Ekonomi 

Adapun turunan regulasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja adalah 

a. Peraturan Pemerintah 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar 

Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran 

Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan 

Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha 

dan Layanan Daerah 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Rumah Susun 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang 

Jalan Tol 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, 

Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban 

Kawasan dan Tanah Terlantar 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kehutanan 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang 

Kehutanan 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Pertanian 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Kelautan dan Perikanan 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perindustrian 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perdagangan 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Pelayaran 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Penerbangan 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perkeretaapian 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening 

Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Jaminan Produk Halal 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Ekonomi Khusus 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan 

Proyek Strategis Nasional 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian 

Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas 

Tanah 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Informasi Geospasial 
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42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, 

Telekomunikasi, dan Penyiaran 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perumahsakitan 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian 

45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan 

Perpajakan atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola 

Investasi dan/atau Entitas Yang Dimilikinya 

b. Peraturan Presiden 

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan 

Penyelenggaraan Perumahan 

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha 

Penanaman Modal 

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara 

Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau 

yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang berisikan 11 Cluster 

dengan 1.244 pasal memiliki implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah termasuk pemerintah daerah Kota Salatiga utamanya terkait dengan  

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha 

Jasa Konstruksi. 
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3.5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO 

Sektor Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dari pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat harus menyesuaikan dengan cita-cita dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang 

Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur 

mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko 

suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan 

kualitas/frekuensi Pengawasan. 

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. 

Penerapan pendekatan berbasis Risiko Memerlukan perubahan pola pikir (change 

management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan 

Berusaha (business process re-engineeing) serta memerlukan pengaturan (re-

design proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Pertzinan Berusaha 

secara elektronik. 

Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha 

dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib 

memiliki lzin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan 

menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus 

dilakukan Pengawasan.  

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi 

Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan 

usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk 

kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki 

NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko 

menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat 

Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, 

Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan lzinyang telah diverifikasi. 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: a. 

pengaturanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. norma, standar, prosedur, dan 

kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Melalui Layanan Sistem Perrzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(Online Single Submission). 
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3.6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN 

PELAKSANAAN UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 

Sektor Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dari pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat harus menyesuaikan dengan cita-cita dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya dengan menyesuaikan 

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

mengubah beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu 

terkait tanggung jawab dan kewenangan serta perizinan berusaha, penetapan 

bentuk dan Kualifikasi usaha, sertifikasi dan registrasi badan usaha, registrasi 

pengalaman badan usaha, Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, perizinan 

berusaha bagi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, registrasi dan tata cara 

pemberian tanda daftar pengalaman profesional, penyelenggaraan sebagian 

kewenangan Pemerintah Pusat, dan sanksi. 

 

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menindaklanjuti Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan melakukan beberapa 

perubahan dan inovasi. Perubahan dan inovasi meliputi penyederhanaan proses 

bisnis persyaratan usaha, dimana permohonan pemenuhan persyaratan 

berusaha yaitu nomor induk berusaha dan sertifikat melalui satu pintu yaitu 

Online single submission (OSS). Perkuatan peran Masyarakat Jasa Konstruksi 

dimana Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menyelenggarakan Sertifikasi 

Kompetensi Kerja dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) 

menyelenggarakan sertifikasi badan usaha. Sistem informasi pada LSP dan LSBU 
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akan terintegrasi dengan OSS untuk mempercepat akses data. Integrasi data 

antarsistem informasi akan mengoptimalisasi penggunaan data yang valid, 

akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan 

dibagipakaikan. Konsolidasi kompetensi kerja Konstruksi yang diterbitkan oleh 

LSP terlisensi oleh lembaga independen sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan keprofesian untuk diakui sebagai Sertifikat Kompetensi 

Kerja Konstruksi. Perkuatan penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan dan 

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi 

dengan adanya kriteria pemenuhan aspek Konstruksi Berkelanjutan pada setiap 

tahapan penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan. Penerapan SMKK dengan 

mengintegrasikan keamanan dan Keselamatan Konstruksi, mutu, dan lingkungan 

ke dalam norma dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kontrak (RMPK), Program 

Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan 

Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) menjadi bagian dari 

penerapan SMKK. 

Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Atas PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu Nomor 2 

Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah 

1. Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan 

Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan 

2. Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Konstruksi Berkelanjutan 

3. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 

Keselamatan Konstruksi 
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3.7. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2013 

TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugaspembantuan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan 

kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi, salah satunya melalui penerbitan 

perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang meliputi TDUP, IUJK, dan Kartu 

Penanggungjawab Teknik. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan memadai, salah 

satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana publik.  Mengingat 

keterbatasan kemampuan dan sumberdaya yang ada, penyediaan sarana dan 

prasarana publik tersebut dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari para 

pelaku Usaha Jasa Konstruksi.   

Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi bertujuan 

untuk:  

a. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan perizinan Usaha Jasa 

Konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan penyedia Jasa 

Konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi;   

b. menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat; 

c. mewujudkan kepastian keandalan penyedia Jasa Konstruksi guna 

melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang Jasa 

Konstruksi; 

d. mendukung terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan 

sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan  

e. mendukung terwujudnya penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian 

target standar pelayanan minimal dibidang Jasa Konstruksi.  

Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Jasa 

Konstruksi ini terdiri dari 9 bab dan 39 pasal dimana pengaturan pokoknya terkait 

dengan: 

a. Usaha Jasa Konstruksi 

b. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi 

c. Hak dan Kewajiban 

d. Sistem Informasi 

e. Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan 

f. Sanksi Administratif 
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Dalam perkembangan dinamika regulasi di tingkat pusat, mengharuskan 

penyesuaian regulasi di daerah dimana terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020 yang kemudian diubah beberapa 

bagian dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan  PP Nomor 14 

Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 termasuk terbitnya 3 

peraturan Menteri turunan dari PP No 14 Tahun 2021 sehingga perlu untuk 

melakukan perubahan atas Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013. 


